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Abstrak
 

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B.

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam

bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017

Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta.

Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13

Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan

pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang

memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan

hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang

digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang

kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan

pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam

Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya.

Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur

karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

......

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of

special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority

of the SpecialÂ Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land

completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning

Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012

concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and

utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a

certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the

relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is

normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below
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which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has

the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The

role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are

some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation

No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization.


